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Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Salinan P E N E T A P A N

Nomor 1019/Pdt.P/2020/PA.Cbn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan  Agama  Cibinong  yang  memeriksa  dan  mengadili  perkara

tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan

Penetapan sebagai berikut dalam perkara Dispensasi Kawin antara:

Dedi Supandi bin Oding, tempat/tangal lahir Bogor/12 Mei 1971, umur 49

tahun,  agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Buruh

Harian Lepas, bertempat tinggal di Kp. Cikondang, RT.004

RW.002,  Cipayung,  Megamendung,  Kab.  Bogor,  Jawa

Barat,  berdasarkan  surat  kuasa  khusus  bertanggal  07

Desember 2020 telah memberikan kuasa kepada Oktavia

Sabatini,  S.H.,  Martin  Adiprawira,  S.H.,  advokat  atau

Pengacara dari kantor Hukum SABATINI LAW FIRM yang

beralamat di Jln. KSR Dadi Kusmayadi, No. 21, Cibinong-

Kabupaten Bogor,  dengan memilih  domisili  elektronik  di

sabatinilawfirm18@gmail.com, disebut Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon di muka sidang;

Duduk Perkara

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya yang telah

terdaftar  di  Kepaniteraan  Pengadilan  Agama  Cibinong  Nomor

1019/Pdt.P/2020/PA.Cbn tanggal  10 Desember 2020 mengemukakan hal-hal

sebagai berikut :

1. Bahwa, Pemohon hendak menikahkan anak kandung Pemohon yang

bernama:
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Nama : Nuraini Binti Dedi Supandi

Umur : 18 tahun 10 bulan

Pendidikan : SLTP

Agama : Islam

Pekerjaan : Tidak Bekerja

TempatKediaman di : Kp.  Cikondang,  RT.004 RW.002,  Kelurahan

Cipayung,  Kecamatan  Megamendung,

Kabupaten Bogor, Jawa Barat.

dengancalonsuaminya,

Nama : Ronald Ray Bin Rossadi Harris

Umur : 33 tahun

Agama : Islam

Pekerjaan : PNS

TempatKediaman di : Jalan  Saluran  No.  13,  RT.007  RW.004,

Kelurahan Kelapa Dua, Kecamatan Ciracas,

Jakarta Timur.

Selanjutn ya disebut Calon Suami,

yang rencananya akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai

Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Megamendung  dalam

waktu sedekat mungkin. 

2. Bahwa, syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik

menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan

yang  berlaku  telah  terpenuhi  kecuali  syarat  usia  bagi  anak  Pemohon

belum  mencapai  umur  19  tahun,  namun  pernikahan  tersebut  sangat

mendesak untuk tetap dilangsungkan;

3. Bahwa,  alasan  Pemohon  bermaksud  segera  menikahkan  anak

Pemohon dengan calon suaminya dikarenakan keduanya telah menjalin

hubungan sejak bulan Januari tahun 2019 sampai sekarang serta untuk

mengantisipasi  kesulitan-kesulitan  administratif  yang  mungkin  timbul

dikemudian hari  apabila  tidak  segera dinikahkan dan untuk  meghindari

adanya perzinahan; 
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4. Bahwa,  untuk  kepentingan  proses  pernikahan,   Pemohon  dan

keluarga calon  suami  anak Pemohon telah  mengurus administrasi  dan

pendaftaran rencana pernikahan anak Pemohon dengan calon suaminya

ke  instansi-instansi  terkait,  akan  tetapi  pihak  Kantor  Urusan  Agama

Kecamatan Megamendung belum dapat  menyelenggarakan pencatatan

pernikahan  keduanya  dengan  alasan  anak  Pemohon  belum  mencapai

batas  minimal  usia  perkawinan  seorang  perempuan  yakni  19  tahun,

karena yang bersangkutan baru berumur 18 tahun 10 bulan;

5. Bahwa,  antara  anak Pemohon dan calon suaminya tersebut  tidak

mempunyai hubungan darah sepersusuan dan tidak ada larangan untuk

melakukan pernikahan; 

6. Bahwa, anak Pemohon berstatus perawan/belum pernah menikah,

telah akil balig dan sudah siap untuk menjadi seorang istri dan/atau ibu

rumah tangga begitu pula calon suaminya berstatus jejaka/belum pernah

menikah,  dan  telah  akil  baliq  serta  sudah siap  untuk  menjadi  seorang

suami serta telah mempunyai penghasilan sebagai Pegawai Negeri Sipil

dan memiliki sifat bertanggung jawab sehingga Pemohon memberikan izin

anak Pemohon menikah dengan calon suaminya tersebut; 

7. Bahwa,  keluarga  Pemohon  dan  orang  tua  calon  suami anak

Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak

ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut; 

8. Bahwa, terhadap biaya perkara ini agar dibebankan sesuai dengan

Peraturan Perundang-undangan;

Berdasarkan  hal-hal  tersebut  di  atas,  Pemohon  mohon  agar  Ketua

Pengadilan  Agama  Cibinong  segera  memeriksa  dan  mengadili  perkara  ini,

selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMER

1. Mengabulkan permohonan Pemohon; 

2. Memberi dispensasi kepada anak Pemohon yang bernama (Nuraini

B binti Dedi Supandi) untuk menikah dengan seorang laki-laki bernama

(Ronald Ray Bin Rossadi Harris);

3. Membebankan biaya perkara menurut hukum; 
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ATAU 

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Manimbang,  pada hari  sidang yang telah ditetapkan Kuasa Pemohon

hadir sendiri dipersidangan;

Menimbang, bahwa di muka persidangan kuasa Pemohon menyatakan

ingin mencabut permohonannya;

Menimbang,  bahwa  karena  pencabutan  perkara  tersebut  dilakukan

Kuasa  Pemohon  sebelum  adanya  pemeriksaan  perkara  ini  dan  atas

kesadarannya  sendiri,  maka  pencabutan  perkara  tersebut  dapat

dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini ditunjuk

kepada  hal-hal  sebagaimana  tercantum  dalam  berita  acara  persidangan

perkara ini;

Pertimbangan Hukum

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah

seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Kuasa Pemohon di muka persidangan menyatakan

mencabut permohonan Pemohon;

Menimbang,  bahwa  pernyataan  Kuasa  Pemohon  mencabut

permohonannya sebelum permohonan tersebut dibacakan dipersidangan oleh

karena  itu  pencabutan  perkara  ini  dapat  dikabulkan  sebagaimana  maksud

Pasal  54  Undang-Undang  Nomor  7  Tahun  1989  Tentang  Peradilan  Agama,

dalam Pasal  271 dan 272 Rv.  dapat  diberlakukan di  lingkungan Pengadilan

Agama;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian di atas, maka perkara ini harus

ditetapkan telah selesai karena dicabut oleh Kuasa Pemohon;

Menimbang, bahwa permohonan ini termasuk bidang perkawinan, sesuai

dengan  Pasal  89  ayat  (1)  Undang  Undang  Nomor  7  tahun  1989  tentang

Peradilan  Agama  sebagaimana  telah  diubah  dan  ditambah  oleh  Undang

Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor

7  Tahun  1989  Tentang  Peradilan  Agama  dan  sebagaimana  terakhir  diubah
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dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka biaya

perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat,  segala  ketentuan  perundang-undangan  yang  berlaku  dan

hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk mencabut perkaranya;  

2. Menyatakan perkara Nomor 1019/Pdt.P/2020/PA.Cbn di cabut;  

3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini

sejumlah Rp. 119.000,- (seratus sembilan belas ribu rupiah);  

Demikian ditetapkan dalam permusyawaratan Hakim Pengadilan Agama

Cibinong pada hari Jumat tanggal 08 Januari 2021 Masehi bertepatan dengan

tanggal 24 Jumadil Awwal 1442 Hijriah, oleh kami Uu Lukmanul Hakim, S.Ag.,

S.H. sebagai Hakim Tunggal penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan

dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut dan dibantu

oleh  Retno Sulis  Setiyani,  S.H.I. sebagai  Panitera Pengganti,  dihadiri  oleh

Kuasa Pemohon;

Ketua Majelis,

Ttd. Ttd.

Uu Lukmanul Hakim, S.Ag., S.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Retno Sulis Setiyani, S.H.I.
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Perincian biaya :

-  Pendaftaran : Rp 30.000,-

-  Biaya Proses : Rp 60.000,-

-  Panggilan : Rp 0,-

-  PNBP Panggilan : Rp 0,-

-  PNBP Pencabutan : Rp. 10.000,-

-  Redaksi : Rp 10.000,-

-  Meterai : Rp           9.000,-  

J u m l a h : Rp 119.000,-

(seratus sembilan belas ribu rupiah)
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